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ABSTRAK

Kepulauan Kuril menjadi permasalahan antara Jepang dan Rusia yang telah
berlangsung lama. Sengketa yang terjadi karena adanya perbedaan sudut pandang
sejarah dan perbedaan penafsiran perjanjian yang sampai saat ini dipermasalahkan
siapa pemiliknya karena Jepang dan Rusia bersikukuh dengan dasar klaimnya
masing-masing sehingga sulit untuk mencapai kesepakatan. Beberapa perundingan
telah dilakukan, tapi sampai saat ini tidak membuahkan hasil. Berdasarkan
permasalahan tersebut dapat diteliti bagaimana status kepemilikan Kepulauan Kuril
ditinjau dari Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 dan bagaimana
penyelesaian sengketa untuk diterapkan terhadap sengketa Kepuluan Kuril. Metode
penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat
ditarik kesimpulan bahwasannya beberapa perjanjian yang digunakan sebagai dasar
klaim atas kepemilikan Kepulauan Kuril tidak memenuhi unsur-unsur pokok
perjanjian, yaitu tidak berdasarkan kesepakatan para pihak, dan juga menganalisis
berdasarkan prinsip-prinsip perjanjian internasional seperti pacta sunt servanda,
pacta tertiis nec nocent net prosunt, dan asas rebus sic stantibus dalam perjanjian-
perjanjian tersebut. Penyelesaian sengketa Kepulauan Kuril antara Jepang dan Rusia
dapat ditempuh Arbitrase, Konsiliasi, dan Mahkamah Internasional mengingat
berbagai pertemuan telah dilakukan oleh kedua pihak namun masih belum
menemukan hasil.
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